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ABSTRACT 

The validity of the sale and purchase agreement via the internet is the same as the 

conventional agreement validity, which is it has to be fulfilled as in Article 1320 of the 

Indonesian Criminal Code concerning the legal conditions of the agreement. Settlement of 

disputes that occur in an online sale and purchase agreement is if there is an injured party 

that is able to request compensation for defaults. Compensation for the default can be in the 

form of fulfillment of the agreement and compensation, cancellation of the agreement with 

compensation. The stages that can be taken include: through litigation or non-litigation 

Keywords: E-commerce, Agreement, Default 

 

I. PENDAHULUAN 

Jual beli secara online dikenal dengan istilah e-commerce. e- commerce secara 

sederhana dapat diartikan sebagai transaksi elektronik.
1
 Jenis transaksi baru ini mempunyai 

ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/atau jasa. Transaksi e- commerce 

memberikan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan 

pemerataan pembangunan serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi 

yang secara substansial di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi yaitu dengan cara 

melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan Teknologi Informasi dalam 

mempermudah melakukan transaksi e-commerce. E-commerce adalah bisnis dengan 

melakukan pertukaran data (data Interchange) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu 

orifinator dan adressee atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat 

melakukan bargaining dan transaksi.
2
 

 Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang 

harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan 

mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki 

kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan 

kepastian hukum. Beberapa masalah yang mucul dalam perjanjian jual beli melalui media 

elektronik adalah masalah perjanjian, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, 

tanda tangan elektronik, penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. 

Permasalahan hukum yang timbul antara lain adalah aspek hukum perjanjian, dimana 

tentang perjanjian itu sendiri diatur dalam KUHPdt. Untuk memastikan sebuah perjanjian itu 

                                                 
1
 Brenda Kienan, Small Business Solution, E-commerce untuk perusahaan Kecil, alih 

bahasa Frans Kowa, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), hlm.4. 
2 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta:2009), hlm. 28. 
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sah atau tidak harus dipenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pidak, 

kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam transaksi 

e-commerce yang sulit untuk dipenuhi dari syarat sah perjanjian yang terdapat dalam 

KUHPerdata ialah untuk mengetahui mengenai kecakapan dari pihak yang melakukan 

transaksi. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak 

apabila salahsatunya tidak terpenuhi. 

Pemaparan paragraf di atas telah menjelaskan  bahwa transaksi perdagangan secara 

elektronik lebih rentan akan terjadinya wanprestasi, Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan 

bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai transaksi e-commerce apakah telah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, yang diangkat 

dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce 

Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata” 

 

I. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Jual-Beli melalui E-commerce 

 E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara 

elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai 

perantara transaksi bisnis.
3
 E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli 

antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui 

media online, di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian 

yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.
4
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat 

antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang 

membayar harga barang yang di jual.
5
 Jual-beli melalui internet adalah persetujuan saling 

mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli 

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan 

sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. 

Jual-beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, 

computer, tablet, dan lain-lain. 

 

2. Jenis-Jenis Transaksi Dalam E-Commerce 

Transaksi E-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi 

dalam jenis-jenis E-commerce. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan E- commerce adalah 

sebagai berikut : 

a. Business to Business (B2B), Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini baik 

pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya 

transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan 

                                                 
3
 Andreas Viklund, E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E- 

Commerce, 2009, http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com, (Diakses 16 Januari 2020) 

 
4
 Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-Commerce, 

http://Elib.Unikom.ac.id, (Diakses 16 Januari 2020) 

 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet.1, 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589. 
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transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. 

b. Business to Consumer (B2C), transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. 

Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif 

melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. 

Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum 

dipakai dikalangan masyarakat. 

c. Consumer to Consumer (C2C), Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan 

individu yang akan saling menjual barang. 

d. Consumer to Business (C2B), Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang 

pada perusahaan. 

e. Non-Business electronic Commerce, Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis 

seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dll. 

f. Intrabusiness (Orgnizational) Electronic Commerce, Kegiatan ini meliputi semua 

aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, 

informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan. 

g. Governer to Citizens (G2C), Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui 

teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah 

dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. 

h. Mobile Commerce, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses 

internet melalui handphone. 

 

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce 

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 

KUHPerdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli 

melalui e-commerce. Oleh karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual-beli yang 

perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual-beli melalui e-

commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan 

transaksi jual-beli tersebut.
6
 Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, 

misalnya : 

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan 

asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih 

teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3). 

b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan 

informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan 

produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9) 

c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 

ayat 2). 

d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi 

elektronik (Pasal 8) 

                                                 
6
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, bab IV, Pasal 15. 
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e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 

15). 

f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat 

penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 

20 ayat 1). 

g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2). 

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan 

jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) 

selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima 

konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual 

akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua 

proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka 

perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir. 

 

4. Subjek Dan Objek Jual-Beli Melalui E-Commerce 

Dalam transaksi jual-beli melalui internet, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung 

dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual-beli 

melalui internet tidak berbeda dengan jual-beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha 

selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar 

harga barang. Penjualan dan pembelian melalui internet terkadang hanya dilandasi oleh 

kepercayaan, artinya pelaku jual-beli melalui internet kadang tidak jelas sehingga rentan 

terjadinya penipuan. 

Adapun yang menjadi objek jual-beli melalui internet, yaitu barang atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku 

subjek jual-beli melalui internet.Sangat berbeda dengan jual-beli secara konvensional dimana 

penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual-beli secara langsung, sehingga 

memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin 

dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.  

 

5. Tempat Jual-Beli Melalui E-Commerce 

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan melalui 

e-commerce, yaitu :
7
 

a. Marketplace 

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto  produk dan 

deskripsi produk yang dijual di marketplace.Marketplace tersebut telah menyediakan sistem 

yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang 

melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com. 

 

 

 

                                                 
7
 Marketing.“LimaTempat Jualan Online”. Blog Marketing. 

http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/Lima-tempat-jualan-online.html  (Diakses 16 Januari 2020). 

http://marketing.blogspot.com/2013/04/22/Lima-tempat-jualan-online.html
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b. Website 

Seorang pelaku usaha melalui internet dapat membuat situs yang ditujukan khusus 

untuk berbisnis melalui internet. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang 

sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti 

itu, pelaku usaha harus membayar biaya hasting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-

paket situs dengan harga yang berbeda-beda.Ada yang termasuk template atau desain dari 

situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang 

pelaku usaha. Contohnya ialah OLX.com. 

c. Weblog 

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bias mengandalkan webblog gratis 

seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain 

atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www.bajumuslimah.blogspot.com, 

http://ajengfashion.blogspot.com. 

d. Forum 

Salah satu tempat berjualan melalui internet yang paling banyak digunakan adalah 

forum yang digunakan sebagai tempat jual-beli.Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs 

yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa 

yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting disebuah 

forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari 

situs tersebut. Contohnya ialah, Kaktus.co.id, Paseban.com 

e. Media social 

Media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. 

Contohnya ialah Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. 

6.   Mekanisme Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce 

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual 

beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi E-Commerce juga mengandung 

suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan 

penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses 

penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang 

dipergunakan, pada transaksi e- commerce media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 

UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus 

menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi 

elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk 

melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada 

saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.  Maka, dalam hal ini transaksi 

elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya 

persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 

20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus 

dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. 

http://www.bajumuslimah.blogspot.com/
http://www.bajumuslimah.blogspot.com/
http://ajengfashion.blogspot.com/
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Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan 

pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu 

kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran 

telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan 

menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual 

tergantung kesepakatan para pihak. 

Dalam mekanisme jual beli melalui internet hal pertama yang dilakukan oleh 

konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online 

yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal 

melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam 

tangan, merek apa disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa 

lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah 

pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor 

rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya 

sekitar seminggu.
8
 

 

7.   Dasar Hukum Sistem Perjanjian E-Commerce 

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH Perdata 

Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan 

oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam 

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Pengertian perikatan tidak 

terdapat dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu 

pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua 

orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu 

berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.
9
 

Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan 

itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa 

hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya 

hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam persidangan 

hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya 

suatu hak.
10

 

Legalitas atau keabsahan dari suatu kontrak atau perjanjian khususnya dalam kontrak 

jual beli secara elektronik menjadi sebuah fenomena yuridis yang relatif baru bagi hukum 

positif Indonesia pada umumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut terhadap aspek hukum 

pembuktian pada khususnya. 

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan  dengan beberapa cara. 

Menurut Paton dalam bukunya A Textbook of Jurisprudence disebutkan bahwa, alat bukti 

                                                 
8
 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. Ke-1 ; Makassar : Alauddin University Press, 

 2012) hlm. 242. 
9
Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan,(Bandung: Alumni, 1983), 

hlm. 1. 
10

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 

(Bandung:Mandar Maju, 2002), hlm. 59. 
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dapat bersifat Oral, documentary, atau materiil, alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-

kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa 

merupakan alat bukti yang bersifat oral, alat bukti yang bersifat documentary adalah alat 

bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat materiil adalah alat 

bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen. 

Membuktikan berarti menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang 

dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian 

itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan.
11

 

 

8. Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E- Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum  

Perdata 

Berbicara menganai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep 

perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa : 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata 

yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga 

hanya berfungsi mengatur saja. Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan 

perdagangan pada umumnya, di mana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan 

mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, 

yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional 

para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang 

akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. 

Sedangkan dalam e-commerce, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media 

internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi  tanpa  perlu  

adanya  pertemuan   langsung   antar   para   pihak.   E-commerce sebagai dampak dari 

perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut 

salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap e-commerce di Indonesia 

belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum 

dilakukan pengaturan mengenai e- commerce masih menggunakan aturan dalam Buku III 

KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.  

Dari pembahasan di atas, perjanjian dalam e-commerce terjadi antara kedua belah pihak 

yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, 

dimana perjanjian yang terjadi dalam e- commerce dapat menggunakan dasar Pasal 1313 

KUHPerdata sebagai  pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu 

perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar pengenaan atas aturan 

perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta 

perjanjian dalam e-commerce dapat diakui keabsahaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam e-commerce jika 

ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah 

karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, 

                                                 
11

 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1. 
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maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam e-commerce 

secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdata. 

Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

 Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar 

hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang 

telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. 

Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang 

menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem 

terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak 

perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III KUHPerdata. Sistem terbuka ini 

berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata yang 

mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II KUHPerdata tidak boleh disimpangi 

atau dilanggar oleh siapapun. 

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas 

menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa 

orang sebebas-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan 

dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat 

perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang 

baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 1337 KUHPerdata. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas 

kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang 

berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya 

kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdata yang besifat terbuka mempunyai 

arti bahwa KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam 

KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, 

namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, 

dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku 

ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (aanvullend recht), bukan hukum keras atau 

hukum yang memaksa. 

Kontrak yang terjadi dalam e-commerce merupakan suatu bentuk kesepakatan antara 

kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap 

kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara 

merchant dan customer. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak 

sangat tampak dalam kontrak e-commerce. 

Kontrak dalam e-commerce merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak yang 

terlibat di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan 

hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang 

dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu 
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kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya 

yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas 

konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan 

berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat 

maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk 

memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio 

Interminis. 

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh 

pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri 

pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan 

akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it). 

Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) 

berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” 

perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini 

mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta 

sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam e-commerce bebas untuk 

menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua 

belah pihak. 

 

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-

Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah “semua” yang 

menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), 

yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi 

atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian 

tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak 

mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata 

sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak 

haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa 

hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui 

oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian 

tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. 

Dalam e-commerce kontrak yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya 

sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana 

kontrak tertulis dalam e-commerce tidak seperti kontrak konvensioanal yang menggunakan 

kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message 

atau kontrak paperless, yang mana 

kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya 

persamaan kehendak, kontrak dalam e-commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form 

yang berisi mengenai kontrak dan customer melakukan persetujuan terhadap isi kontrak 

tersebut dengan memberikan check atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. 
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Sehingga hal tersebut menunjukan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan 

customer. 

 

c. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah 

bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif 

dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan 

hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu 

perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan  

kepatutan  dalam  masyarakat. Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan 

syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu 

kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan 

suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata 

tersebut. 

 

d. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel) 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan 

diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain 

akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian 

itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak 

akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan 

mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan 

sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan 

para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam 

melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan 

dapat dijadikan sebagai undang-undang. 

Untuk memberikan kepercayaan kepada customer pihak merchant menegaskan bahwa 

ia memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapakan dapat 

memberikan kepercayaan kepada customer terhadap apa yang telah disepakati. 

 

e. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) 

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang 

diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan 

kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) dapat ditemukan 

di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu: 

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. 

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak 

yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, 

dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak 

melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan 
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kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut 

wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas 

tidak terlaksana prestasi. Kontrak e-commerce terjadi karena adanya kesepakatan antara 

mercahant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan 

tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. 

Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya 

kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak 

tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang- undang bagi 

keduanya. 

 

f. Asas Kepastian Hukum 

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap 

dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 

Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas Pucta 

Sunt Servanda di mana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan 

perjanjian yang melakukan perbuatan hokum berdasarkan atas KUHPerdata, maka perjanjian 

yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. 

 

g. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu 

melaksanakan kewajiban masingmasing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. 

Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan 

mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam e-commerce pihak customer 

diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal tersebut 

telah dilaksankan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani 

keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja 

menunjukan adanya keseimbangan. 

Pada masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya 

persesuaian kehendak tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian 

tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Berarti ada pergeseran norma dalam masyarakat 

dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya 

mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan 

langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang 

telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara 

kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, 

kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya.  

Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada 

persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari 

terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah 

satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk 

menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan 

suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dianggap telah tercapai 

apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. 
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II. PENUTUP 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau 

persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek 

perjanjian. Sepakat di sini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan 

diantara dua belah pihak. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak 

menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. 

Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua 

belah pihak. 
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